
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 37 TAHUN 2024 

TENTANG 

P MBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI S TA 
TATA KERJA RUMAH SA KIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN TASIKM LAYA 

Menim ang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati 
Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fun i Dinas 
Kesehatan, ketentuan lebih lanjut mengenai pem entukan, 
susunan organisasi, tu gas dan fungsi Rumah akit Daerah 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri; 

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat dan dalam u paya un tuk memen uhi 
kebutuh an, kemudahan jangkau an dan meningka tkan akses 
masyarakat dalam pelayanan kesehatan, perl adanya 
Peratu ran Bupati Tasikm alaya tentang Pem entukan, 
S sunan Organisa si, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
R mah Sakit Umu m Daerah Tani dan Nelayan Tasikm alaya; 

c. bahwa berda sarkan pertim bangan sebagaim ana dimaksud 
dalam h u ruf a, dan hur f b , perlu menetapkan Peraturan 
Bu pati Tasikmalaya ten tang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Tani dan Nelayan Ta sikma laya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pem bentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propin si Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) , sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 



2 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 202 t tang 
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 202 1 t ntang 
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelen araan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sekt r Ke ehatan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peru ahan atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2 2 1 tentang 
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keseha tan; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya N mor 1 
Tahun 20 16 ten tang Tata Cara Pembentukan Produ k Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta ikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 1); 

7 . Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya omor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pem erintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 3 ); 

9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 119); 

10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2022 
tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 16). 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAY AN TASIKMALAY A. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah ada lah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Pemerin tah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara P m r ·ntahan 

aerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang m njadi 
k wenangan daerah otonom. 

3. Bu pa ti adalah Bupati Tasikmalaya. 
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabu paten Tasikmalaya. 
5. Ke ala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya . 
6. RUI ah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya yang elanjutnya 

dise u t RSUD TNT adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah 
Daerah Kabu pa ten Tasikmalaya yang menerapkan pengelolaan keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah. 

7. Direktur adalah Direktur RSUD TNT. 
8. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barr ng milik 

daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pe ak anaan dan 
pertanggungjawaban keu angan serta penggunaan dan p natausaha barang 
milik daerah. 

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLU adalah 
sistem ang diterapkan oleh u nit pelaksana teknis dinas/ adan d erah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempu nyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaa n daerah pada umumnya. 

10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Din a s yang selanjutnya disi g a t RKA Dinas 
adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Dina s Kesehatan Kabupaten 
Tasikmalaya. 

11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Ruma h Sakit Umum Daerah yang 
selanjutnya d isingkat RKA RSUD adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran 
RSUD TNT. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat DPA Dinas 
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tasikmalaya. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA RSUD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
RSUD TNT. 

14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 
Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD TNT. 

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 

16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah Barang Milik 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam penguasaan RSUD TNT untuk 
penggunaan dan penatausahaannya. 

17. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional tertentu sesuai dengan bidang 
keahliannya. 
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18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak yang didasarkan pada keahlian danj atau keterampilan tertentu yang 
bersifat mandiri. 

19. Instalasijunit adalah unit kerja nonstruktural sebagai tempat pelayanan. 
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar 

Operasional Prosedur pelayanan instalasijunit kerja yang ditetapkan oleh 
Direktur. 

21. Sarana Prasarana Alat yang selanjutnya disingkat SPA adalah Sarana 
Prasarana Alat yang digunakan dalam pelayanan medis mau pun non medis di 
RSUD TNT . 

22. Su ber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah Sumber Daya 
Man sia baik pegawai ASN maupun pegawai non ASN. 

23. A aratur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pr ~ s i bagi 
P gawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerj yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

24. Peg wai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai AS adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanj'an Kelja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan a tau diserahi tugas negara lain nya dan d iberikan 
pengha silan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupa ti ini dibentu k Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan 
Ne1ayan Tasikmalaya kelas D. 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Ta sikmalaya ebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) selanjutnya d isebut RSUD TNT. 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal3 

(1) RSUD TNT adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat 
khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah. 

(2) RSUD TNT dalam me1aksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) RSUD TNT dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan 
memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitan. 

(4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, 
laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan 
bidang kepegawaian. 
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Bagian Ked ua 
Tugas dan Fungsi 

Pasal4 

(1) RSUD TNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas 
memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan secara 
paripurna. 

(2) RSUD TNT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelen ggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kes hatan rujukan 

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit ; 
b. pemeliharaan dan pelayanan kesehatan perorangan melalu i asuhan 

elayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ke iga esuai 
kebutuhan medis; 

c. p yelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia alam 
angka pen ingkatan kemampuan da lam pemberian pelayanan kese atan; 
an 

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

Bagian Ketiga 
Tata Hubu ngan Kerja 

Pasa15 

(1) RSUD TNT sebagai organisasi yang bersifat khu sus dalam hubungan kerja 
dengan dina s bersifat koordinasi. 

(2) Koor in si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka 
sinkron isasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan 
daerah. 

(3) Perumu san kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan aerah sebagai 
dimaksu d pada aya t (2) merupakan bagian dari tugas dan fungsi RSUD TNT 
sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di daerah. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pa sal6 

(1) Susunan organisasi RSUD TNT, terdiri atas: 
a. Direktur; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Pelayanan Kesehatan; 
d . Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan 
Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Bagian Kedua 
Rincian Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 
Direktur 

Pasal 7 

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai 
tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas 
pemerintah daerah dalam memimpin, mengatur, membina, m ngoordinasikan, 
mengendalikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Direktur sebagaimana di aks d pada 
ayat (1), mempunyai fungsi: 
a . p yelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; 
b. enetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD TNT sesuai dengan 

kew nangannya; 
c. p nyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD TNT; 
d. P nyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian el sanaan 

t gas dan fungsi organisasi; dan 
e. p nyelenggaraan pencatatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ada ayat (1), 
Direktur mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. m enyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dalam penyele ggaraan 

tugas dan fungsi RSUD TNT; 
b. m mimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RSUD TNT; 
c. m nyelenggarakan penyusunan program kerja RSUD TNT; 
d. meru muskan dan menetapkan visi, misi dan rencana stra tejik serta 

pr gram kerja RSUD TNT u ntuk mendukung visi dan misi daerah; 
e. meru muskan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instans· Pemerintah 

RSUD TNT dan Laporan Penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah; 
f. merumu skan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan ke ehatan di 

RSUD TNT; 
g. menyelenggarakan kebijakan tekn is di bidang pelayanan esehatan di 

RSUD TNT; 
h. menyelenggarakan perumusan bahan pengembangan RSUD TNT; 
i. menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan pen u njang medis; 
j. menyelenggarakan pelayanan dan a suhan keperawatan; 
k. menyelenggarakan pelayanan rujukan; 
1. menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang layanan 

kesehatan; 
m. menyelenggarakan penunjang pelayanan logistik medis dan non medis; 

n. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan aset; 
o. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

Sumber Daya Manusia RSUD TNT; 
p . menyelenggarakan kehumasan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah 

Sakit; 
q. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; 
r. menyelenggarakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas 

Direktur dan merumuskan alternatif pemecahannya; 
s. menyelenggarakan penyusunan program kerja sama dengan instansi 

terkait, baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran tugas RSUD 
TNT; 

t. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja RSUD TNT; 
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u. menyelenggarakan koordinasi dengan perangkat daerah atau unit kerja 
lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas RSUD TNT; dan 

v. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal8 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan manajemen u mum meliputi 
koordinasi dan pengendalian penyusunan perencanaan program dan 
anggaran, pelayanan administra si keta tausahaan, kehu masan dan promosi 
rumah sakit, pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian dan diklat, 
eval a si serta pelaporan RSUD TNT. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada a t (1), 
S b gian Tata Usaha mempunyai rin cian tugas meliputi: 
a. melaksanakan penyusun an rencana kerja Subbagian Tata Usaha ; 
b. m elaksanakan perumusan kebijakan teknis penyusunan pro rru.n kerja 

SUD TNT; 
c. m elaksanakan pelayanan admin istrasi ketatausahaan, perpu stakaan, 

kearsipan, kehu masan dan promosi rumah sakit serta keorganis sian dan 
t ta laksana RSUD TNT; 

d. melaksanakan penyusunan anggaran RSUD TNT ; 
e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan RSU TN ; 
f. melaksanakan pengelolaan admin istrasi kepegawaian di lingku ngan RSUD 

T T ; 
g. m elaksanakan dan memfasilitasi pendidikan dan pela tihan S ber Daya 

Manu sia RSUD TNT; 
h. melaksanakan peru musan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai; 
i. melaksanakan koordinasi penanganan masalah hukum dan pengaduan 

m asyarakat terhadap pelayanan keseha tan di RSUD TNT; 
j. melaksanakan penyiapan bahan penyu sunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerin tah (LKI P) RSUD TNT dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (LPPD); 

k. melaksanakan m onitoring, evaluasi dan pelaporan ha sil pelaksanaan tugas 
Subbagian Tata Usaha ; 

1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Seksi Pelayanan Kesehatan 

Pasa19 

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan medis, pelayanan 
keperawatan serta kendali mutu dan biaya pada pelayanan rawat jalan, 
pelayanan rawat inap, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan bedah sentral, 
dan pelayanan intensif, serta pelayanan yang merupakan program nasional. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan; 
b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan 

kebijakan peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD 
TNT; 
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c. melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis operasional 
peningkatan dan pengembangan pelayanan medis dan keperawatan; 

d. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan koordinasi perumusan bahan penyusunan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan; 

f. melaksanakan penyusunan bahan standar dan tata cara kerja pelayanan 
medis dan keperawatan; 

g. melaksanakan manajemen pelayanan medis dan pelayanan keperawatan; 
h. melaksanakan pemberian pelayanan medis dan pelayanan keperawatan; 
i. melaksanakan upaya keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan 

pelayanan keperawatan; 
j. m elaksanakan pelayanan sesuai standar, kebutuhan dan tepatan 

waktu; 
k. elaksanakan pengendalian ke bu tuhan dan peningkatan pema nfaatan 

arana Prasarana Alat (SPA) medis dan keperawatan; 
1. melaksanakan penyiapan sistem pelaporan pelayanan medis dan 

pel yanan keperawatan sesuai kebutuhan; 
m. elaksanakan penyusunan jadwal dan operasional pelayanan medis dan 

pel yanan keperawatan di semu a unit pelayanan; 
n. elaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana 

pelayanan medis dan pelayanan keperawatan; 
o. elaksanakan pengendalian proses dan pemenuhan s dar mutu 

pelayanan medis dan pelayanan keperawatan; 
p. elaksanakan fungsi rekam medik pelayanan medis; 
q. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya 

jaminan kesehatan dan keselamatan pasien pada pelayanan edis dan 
pelayanan keperawatan; 

r. melaksanakan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan kesehatan; 
s. melaksanakan koordinasi dalam pelayanan jaminan kesehatan n sional; 
t. m laksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan nit kerja/ 

instansi/ lembaga di bidang pelayanan medis dan pelayanan ke erawatan; 
u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan has il pelaksanaan 

tugas Seksi Pelayanan Kesehatan; 
v. melaksanakan koordinasi dengan seksi/unit terkait; dan 
w. melaksa nakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan 

Pasal 10 

(1) Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penunjang klinik dan 
penunjang non klinik serta kendali mutu pada pelayanan rawat jalan, 
pelayanan rawat inap, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan bedah sentral, 
dan pelayanan intensif. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penunjang Pelayanan 

Kesehatan; 
b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan 

kebijakan peningkatan dan pengembangan penunjang pelayanan 
kesehatan RSUD TNT; 
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c. melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis operasional 
peningkatan dan pengembangan penunjang pelayanan; 

d. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
penunjang pelayanan kesehatan; 

f. melaksanakan manajemen pelayanan penunjang klinis dan penunjang non 
klinis; 

g. melaksanakan pelayanan penunjang klinis dan penunjang non klinis; 
h. melaksanakan koordinasi rencana kebutuhan pen u njang pelayanan 

keseha tan; 
1. melaksanakan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan penunjang 

pelayanan kesehatan; 
j . m elaksanakan penyiapan baha n stan dar dan tata cara kerja elayanan 

penunjang klinik dan non klinik ; 
k. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan kualitas pelayanan 

pe unjang klinis dan non klinis; 
1. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas 

e u njang klinis dan non klinis , dan kegiatan pelayanan pen u ja g klinis 
dan non klinis; 

m. 1 elaksanakan penyusunan rencana pemenuhan dan pemeliharaan sarana 
an prasarana pelayanan penunjang klinis dan non klinis; 

n. mel sanakan pembinaan teknis pelayanan penunjang klinis dan non 
klini ; 

o. melaksanakan analisis permasalahan yang berhubungan engan tugas 
pelayanan penunjang klinis dan n on klinis; 

p. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan u n it kerjaj 
instansijlem baga pada pelayanan pen unjang klinis dan pelayanan 
penunjang non klin is ; 

q. melaksana kan monitoring, evalu a si dan pengendalian Sek i Penunjang 
Pela anan Kesehatan; 

r. m laksanakan koordinasi dengan seksi junit terkait ; dan 
s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya . 

Paragraf 5 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 11 

(1) Pada RSUD TNT terdapat jabatan fungsional yang mempunyai tugas 
pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri 
dari beberapa jenis jabatan fungsional, pengisiannya berdasarkan bidang 
keahlian danjatau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang 
dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya. 

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. 

(4) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 
yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(6) Rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 
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Pasal 12 
Pad a RSUD TNT dapat dibentuk satuan organisasi yang bersifat non struktural 
meliputi komite-komite, satuan pengawas internal, instalasi dan unit kerja yang 
dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur. 

BABV 
PENGISIAN JABATAN 

Pasal 13 

(1) Direktur d iangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil 
Negara ya ng memenuhi syarat sesuai den gan ketentuan peraturan 
per u n dang-undangan. 

(2) aba tan struktural selain Direktur diisi pegawai Aparatur Sipil gara 
diteta pkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un gan. 

BAB VI 
ESELON 

Pa sal 14 

(1) Direktur sebagaimana dimaksud d alam Pasal 6 ayat (1 ) huruf a m rupakan 
jabatan struktural eselon III .B . 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi sebagaimana dima k ud dalam 
Pasal 6 ayat (1) h uruf b , huruf c dan huruf d m erupakan jabat struktural 
eselon IV.A. 

BAB VII 
TATA KERJ A 

Pasal 15 

(1) Dalam m elaksanakan tugas pokok dan fungsinya , Dir ek tur, Kepala 
Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jaba tan Fung ional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, in tegrasi dan sinkronisas i baik dalam 
lingkungan masing-masing m a upun antar satu an organisas i di lingkungan 
pemerintah daerah serta instansi lain diluar pem erintah daerah sesuai dengan 
tugas pokoknya m a sing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
wajib mengawasi bawahannya m a sing-masing dan bila terjadi penyimpangan 
agar mengambillangkah-langkah yang diperlukan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada 
atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahannya. 
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(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

BAB VIII 
TATA KELOLA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 16 

(1) RSUD TNT menyelenggarakan ta ta kelola rumah sakit dan tata k lola klinis 
yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesi n al {epada 

a syarakat. 
(2) Dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang 

baik, SUD TNT memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan arang 
milik aerah serta bidang kepegawaian. 

(3) Oto 0 i dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah s bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksana dan 
pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatau sahaan barang 
milik daerah. 

(4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepe awaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktu r ertanggung 
jawa kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, laporan 
peng lolaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD 
TNT. 

(5) Penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penat r usahaan 
barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepega aian RSUD TNT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sekali dalam s tu tahun. 

(6) Laporan pengelolaan sebagaimana ayat (5) dibuat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Ked ua 
Pengelolaan Keuangan 

Pa sal 17 

(1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD TNT m emiliki otonomi dalam 
pengelolaan keuangan. 

(2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan. 

(3) Direktur bertanggung jawab a tas pela ksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja rumah sakit. 

(4) Direktur dalam menerapkan pengelolaan keuangan BLUD RSUD TNT 
bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan 
pembiayaan rumah sakit. 

Pasal 18 

(1) Direktur dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) bertangungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui penyampaian laporan keuangan RSUD TNT. 

(3) Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan 
keten tuan peraturan perundang -undangan. 
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(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan sebagai 
lampiran laporan keuangan RSUD TNT. 

(5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

(1) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17, Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaiman dimaksud pada 
ayat (1) , Direktur memiliki tugas dan kewenangan: 
a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); 
b . enyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

. menandatangani surat perintah mem bayar; 
d . mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawa nya ; 
e. menyusun dan menyampaikan la poran keuangan unit yang dipimpin ya; 
f. enetapkan pejabat pelaksana tekn is kegiatan dan pejabat penata ahaan 

keu angan;dan 
g. menetapkan pejabat lainnya dala m unit yang dipimpinnya dalam rangka 

p ngelolaan keuangan daerah. 
(3) RKA dan DPA sebagaimana yang dimaksud pada aya t (2) huru f a dan huruf b 

disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah u n tuk diverifikasi sesuai dengan k tentuan 
peraturan perundang-undangan . 

Pa sal 20 

( 1) RKA RSUD TNT merupaka n lampiran dan m enjadi bagian yang tidak 
terpisah an da ri RKA Dinas. 

(2) DPA RSUD TNT meru paka n lampiran dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari DPA Dinas. 

(3) Dalam p laksanaan keuangan, Direktur melaksanakan belanja sesuai DPA 
sesuai engan ketentuan peraturan peru ndang-undangan. 

Pasal 21 

(1) Seluruh pendapatan rumah sakit dari pengelolaan keuangan BLUD dapat 
digunakan langsung u ntuk membiayai belanja RSUD TNT. 

(2) Pendapatan rumah sakit dari pen gelolaan keuangan BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pendapatan BLUD selain dari APBD. 

(3) Pendapatan rumah sakit dari pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RKA Dinas pada kelompok PAD, 
jenis lain-lain PAD yang sah dan obyek pendapatan BLUD. 

Pasal 22 

(1) Pagu anggaran belanja RSUD TNT dari BLUD dalam RKA Dinas yang sumber 
dananya berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci 
dalam satu program, satu kegiatan/sub kegiatan, satu output dan jenis 
belanja. 

(2) Rincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja RSUD TNT sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dituangkan dalam RBA. 

(3) RBA sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan lampiran dari DPA Dinas. 
Pembiayaan RSUD TNT dari keuangan BLUD merupakan lampiran RKA Dinas 
selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan pada SKPKD selaku BLUD. 
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(4) RSUD TNT dapat melakukan pergeseran rincian belanja yang ada di RBA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak merubah pagu jenis 
belanja. 

(5) RSUD TNT dapat melakukan penyesuaian pagu belanja yang ada di RBA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi nilai ambang 
batas dua puluh persen diatas pagu anggaran di DPA. 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal23 

(1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD TNT memiliki otonomi dalam 
pengelolaan barang milik daerah. 

(2) Otonomi dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah. 

(3) RSUD TNT berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik 
daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan pengendalian 
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi RSUD TNT dalam lingkup 
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. 

(4) Direktur mempunyai wewenang dan bertanggungjawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah 

bagi RSUD TNT; 
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang 

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya; 
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD TNT; 
e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya; 
f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah 

berupa tanah danjatau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 
DPRD dan barang milik daerah selain tanah danjatau bangunan; 

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah danj atau bangunan yang 
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
RSUD TNT dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati 
melalui Pengelola Barang; 

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 
i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan 

barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; 
j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan 

laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya 
kepada Pengelola Barang; dan 

k. hasil pemanfaatan barang milik daerah meru pakan pendapatan BLUD 
RSUD TNT. 
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Bagian Keempat 
Pengelolaan Kepegawaian 

Pasa124 

(1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD TNT memiliki otonomi dalam 
pengelolaan bidang kepegawaian. 

(2) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 
pegawai yang berasal dari Apara tu r Sipil Negara kepada pejabat yang 
berwenang sesu ai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(3) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai 
yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tuga s an fungsi 
dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Direk tur memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pengelolaan dan 
pembinaan pegawai lainnya selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan SUD 
TNT s suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelima 
Tata Kelola Klinis 

Pasal25 

(1) Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang 
meliputi kepemimpinan klinik, audit k linis, data klinis , risiko klinis berbasis 
bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil 
pelayanan, pengembangan profesion al, dan akreditasi ru mah sakit. 

(2) Dalam menerapkan fungsi manajem en klinis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) , Direktu r wajib m enerapka n standar, mengutamakan pen ingkatan 
mutu dan keselamatan pa sien. 

(3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan 
keselam atan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD TNT wajib 
mengikuti akreditasi sesuai peratu ran perundangan yang berlaku . 

BABIX 
PEMBIAYAN 

Pasa126 

(1) Pembiayaan RSUD TNT dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, 
anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, 
subsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai 
dengan keten tuan peraturan perundang -undangan. 

(2) Selain tersebut pada ayat (1), apab ila menerapkan pengelolaan keuangan 
BLUD, sumber pembiayaan RSUD TNT dapat berasal dari pinjaman sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa127 

Dengan berlakunya Peraturan Bu pati ini maka Peraturan Bu pati Tasikmalaya 
Nomor 35 Tahun 2022 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
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Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas Kabupaten 
Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 24 Juli 2 24 

ASIKMALAYA, 

H. 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 37 



LAMPlRAN 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
37 TATIUN 2024 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
RUMAH SA KIT UMUM DAERAH TANI 
DAN NELAYAN TASIKMALAYA. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
RU MAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN TASIKMALAYA 

~-:-:-:-:-~ ----- -­
l~ "'-_-_-_-_-_-

~~: KO MITE I 
- _____ _ 1 

I DIREKTUR 

--------.~.----- -I SATUAN I 
I PENGAWAS INTERNAL I , ... 
t ____________ _ 1 

I C····· ·············· .............. .... .... ......... 

SE.KSI 

I PF.LAYIINAN KF.SEHATAN I l 
I 

KELOMPOK 
JABATAN PUNGSIONAL. 

DAN PEl..AKSANA 

I I I 
... -- - -- - - - --I ~ _-_- _- .: _-_-_-_-.: _-_-:,., 

~I : IN . TAtASI I 
...... _ --- -- ____ __ 1 

I 

I 
SUB BAGIAN I TATII USIIHA 

I 
KeLOMPOK 

JABATAN I'UNOSIONAL 
DAN PELA.KSANA 

........... : I 
SF.KSI 

J PF.NUNJANG 
PF.LAYIINIIN KES E.HATAN 

J 
KELOM POK 

JABATAN f<~UNGsrONAL 
DAN PELAKSANA 


	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400001
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400002
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400003
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400004
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400005
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400006
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400007
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400008
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400009
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400010
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400011
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400012
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400013
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400014
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400015
	PERBUP NOMOR 37 TAHUN 202400016

